ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kasus antara Pemda DKI dan/atau Panitia
Pengadaan Tanah (P2T) dengan Warga, dimana terdapat suatu perbuatan melawan
hukum yang di lakukan oleh Pemda DKI dan/atau Panitia Pengadaan Tanah
(P2T), karena tanpa izin memploting dan menandai rumah Warga. Hal tersebut
dapat ditinjau dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan teori-
teori yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya
perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini
menyatakan bahwa Pemda DKI dan/atau Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah
memenuhi  unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum adanya suatu
perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak
pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan klausula antara
perbuatan dengan kerugian. Hakim dalam pertimbangan Mahkamah Agung
jangan hanya terpaku pada hukum tertulis saja, melainkan harus melihat dari
hukum tidak tertulis, Hakim dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dalam menentukan perkara ini adalah perkara perbuatan melawan hukum
sudah tepat. Perbuatan melawan hukum tidak boleh, karena termasuk perbuatan
maksiat dalam perbuatan melawan hukum yang melanggar aturan-aturan Allah
seperti Al Qur’an dan Hadits.
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